KOMPARASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL

DAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG


















































KOMPARASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL 
DAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG 













Disusun dan diajukan untuk 
 Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum 
































































































































































Nama : MAHENDRA KUSUMA PRIYAMBADA 
NIM   : E1107175 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: 
KOMPARASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL 
DAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang 
bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan 
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan 
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan 
hukum (skripsi) ini. 
 
 
Surakarta,   Juli 2011 
Yang membuat pernyataan 
 
 
MAHENDRA KUSUMA PRIYAMBADA   





























































Mahendra Kusuma Priyambada. E 1107175. 2011. KOMPARASI 
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK 
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PERDATA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011. 
 Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perbedaan perjanjian kredit 
antara bank konvensional dan bank syariah serta mengetahui implementasi dan 
implikasi perjanjian kredit di bank konvensional dan bank syariah dari perspektif 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
 Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan peneltian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber 
bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum 
tersier. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis sumber hukum dalam 
menggunakan teknik analisis deduksi. 
Bahwa perjanjian kredit pada bank konvensional maupun bank syariah 
telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 
1320 KUHPerdata. Perbedaan prinsip perjanjian kredit pada bank konvensional 
dan bank syariah terletak pada pengertian, sumber hukum yang digunakan, 
struktur perjanjiannya dan bentuk kesepakatannya. Implementasi perjanjian kredit 
pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sebagai prosedur awal atau 
syarat bagi nasabah ketika ia mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan dan 
sebagai daya ikat terhadap kedua belah pihak yang telah bersepakat melakukan 
transaksi kredit maupun pembiayaan. sehingga menimbulkan implikasi bahwa 
terjadinya hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak yang 
melakukan perjanjian kredit. Segala ketentuan yang berkaitan dengan operasional 
dan yang diberlakukan oleh masing-masing bank terhadap masyarakat selaku 
calon nasabah ini tetap tunduk pada KUHPerdata dan UU Perbankan. 
 
 

































































Mahendra Kusuma Priyambada. E1107175. 2011. A COMPARISON 
OF CREDIT AGREEMENT BETWEEN CONVENTIONAL BANK AND 
SYARIAH BANK IN THE CIVIL CODE PERSPECTIVE. Faculty of Law of 
Surakarta Sebelas Maret University. 2011. 
The purpose of research was to determine the difference of credit 
agreement between in Conventional Bank and in Syariah Bank as well as to 
determine the implementation and implication of credit agreement in 
Conventional Bank and in Syariah Bank in the Civil Code perspective. 
This research is normative that is descriptive in nature. The research 
approach employed statute approach. The type and source of law material 
included the primary, secondary and tertiary law material sources. Techniques of 
collecting law material source employed were library study and interview. 
Technique of analyzing law source was deductive analysis. 
It can be concluded that the credit agreement in both conventional and 
syariah banks had fulfilled the condition of an agreement’s validity as mentioned 
in the article 1320 of Civil Code. The difference of credit agreement principle 
between the conventional bank and syariah bank lies in the definition, law source 
used, agreement structure, and consensus form. The implementation of credit 
agreement in both conventional bank and syariah bank is as the prior procedure or 
requirement for the customer when he/she applies a credit or funding and as the 
binding power among two parties who have agreed to make credit and funding 
transaction. Thus, it generates implication that there is a legal relationship in the 
form of right and obligation for the parties in credit agreement. All provisions 
relating to the operation and enacted by the individual banks to the society as the 






































































Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali pada-Nya. 
(QS. Al Baqarah : 45-46) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan 
kamu (tidak memberi pertolongan) maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari 
Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal 
 (QS. Ali Imron : 160) 
 
“Apa yang tidak kita mulai hari ini, maka tidak akan selesai esok hari. 
(Johann Wolfgang) 
 
Tiada Pengorbanan, Tiada Kesuksesan 
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Segala puji dan syukur  penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum 
(Skripsi) yang berjudul : KOMPARASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK 
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 
Penulisan hukum ini membahas mengenai perbedaan perjanjian kredit 
antara bank konvensional dan bank syariah serta bagaimana implementasi dan 
implikasi perjanjian kredit di bank konvensional dan bank syariah dari perspektif 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Perbedaan prinsip diantara perjanjian kredit pada bank konvensional dan 
bank syariah adalah pada penggunaan istilah subjek perjanjian, sumber hukum, 
struktur perjanjian dan ketentuan mengenai sepakat bagi mereka yang 

















































Perjanjian kredit merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian 
kredit kepada nasabah/debitur. Bentuk pelaksanaan atau implementasi perjanjian 
kredit di bank konvensional maupun di bank syariah yaitu sama-sama 
diperuntukkan sebagai prosedur awal atau syarat bagi debitur/pemohon ketika ia 
mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan, sebagai daya ikat, dan 
perlindungan kepentingan dari kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan 
implikasi bahwa terjadinya hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para 
pihak yang melakukan perjanjian kredit 
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A. Latar Belakang 
Komparasi berasal dari bahasa inggris yaitu comparison yang artinya 
perbandingan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi 
diartikan sebagai perbandingan, sehingga dapat disimpulkan oleh penulis 
komparasi adalah perbandingan terhadap dua hal yang dianggap berbeda menurut 
satu tinjauan. 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 
penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara 
keuangan. Bank dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, 
terutama dalam sistim pembayaran moneter. Dengan adanya bank, aktivitas 
ekonomi dapat diselenggarakan dengan biaya rendah. Bank juga memiliki tiga 
karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya bila dibandingkan dengan 
lembaga keuangan lainnya. Tiga hal tersebut menurut George (1997), adalah 
sebagai berikut: 
Pertama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk 
menyimpan dana masyarakat, bank berperan khusus dalam penciptaan uang dan 
mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan 
memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih 
cepat, aman, dan efisien. 
Kedua, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan 
khusus dalam memobilisasikan simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam 
bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Hal ini akan memperbesar 


















































Ketiga, sebagai lembaga penanaman asset financial, bank memiliki peran 
penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik 
dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial, seperti 
simpanan masyarakat ke dalam bentuk aset finansial lain yaitu kredit dari surat-
surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral. 
Ketiga fungsi penting tersebut terkait dengan peran bank baik dari sisi 
mikro maupun makro. Pada sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lembaga 
kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyimpan dana, 
memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai 
transaksi ekonomi dan keuangan. Sedangkan dari sisi makro, bank dibutuhkan 
karena peran pentingnya dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, 
serta dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan 
efisiensi alokasi sumber dana dalam perekonomian. Peran tersebut menempatkan 
bank sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam pada sistem 
perekonomian kita. 
Jenis bank di Indonesia dilihat berdasarkan pembayaran bunga atau bagi 
hasil usaha dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 
1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.  
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.  
Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 
persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 
teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 
pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. 
Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur 
organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Syafi’i Antonio, 2001 : 32). 
Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai 
sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional 
perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah 
didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam 

















































hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang 
sesuai dengan syariah. 
Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistim 
perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan 
tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha 
perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum 
beroperasinya bank syariah di Indonesia.  
Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 
78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 
muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut 
sebagai UU Perbankan). 
Perubahan undang-undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan 
yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. 
Undang-undang tesebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-
jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. 
Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional 
untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total 
menjadi bank syariah. 
Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya undang-undang 
perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan bank umum yang 
membuka unit usaha syariah. Perkembangan bank syariah dan bank konvensional 
yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank 
syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 
1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk 
Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya 
dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga 

















































Hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank 
syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 
diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan oleh bank keuangan 
kepada nasabah (Muhammad, 2005 : 47).  
Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit 
and loss sharing). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk 
memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan 
pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Begitu halnya dalam 
pelaksanaan kredit di kedua jenis bank ini sangatlah berbeda, dimulai dari 
pengertian sampai pada struktur perjanjiannya. Dalam segi pengertian pada bank 
konvensional mengenal dengan sebutan kredit berbeda dengan bank syariah yang 
memakai istilah pembiayaan.  
Pembiayaan pada bank syariah sebenarnya dalam segi skema hampir sama 
dengan aplikasi kredit pada bank konvensional, namun dalam segi teknis 
penghitungan dan klausula kreditnya terdapat perbedaan. Dimana dalam kredit 
pada bank konvensional terdapat perhitungan kredit berulang (revolving credit), 
kredit sekali tarik (self likuidating credit), kombinasi revolving dan self 
likuidating credit, kredit dengan plafon dll. Dalam perbankan syariah, kombinasi 
ini menjadi sangat inovatif.  
Untuk memulai penggunaan aplikasi kredit ini di setiap jenis bank 
mengharuskan nasabah untuk membuat suatu perjanjian atau akad yang bersifat 
mengikat kedua belah pihak yang berfungsi melindungi kepentingan para pihak 
yang telah bersepakat melaksanakan suatu transaksi keuangan berupa 
kredit/pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini antara 
bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan. Sesuai Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan akad-akad 
yang dimungkinkan untuk diaplikasikan dalam setiap pembiayaan pada perbankan 
syariah yaitu Pasal 1 angka (25) yang menyatakan pembiayaan adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam 
bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk 

















































dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam 
meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  transaksi sewa-menyewa jasa dalam 
bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Perbedaan perjanjian kredit antara bank 
konvensional dan bank syariah ini tentunya tetap mendasarkan pada ketentuan 
mengenai perjanjian dari Kitab Undang-Undang Perdata. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin melakukan 
penelitian sehubungan dengan mengambil judul : KOMPARASI PERJANJIAN 
KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM 
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah perbedaan dari perjanjian kredit bank konvensional dengan bank 
syariah dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
2. Bagaimana implementasi dan implikasi perjanjian kredit pada bank 
konvensional dan bank syariah dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 
dicapai pada penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui perbedaan perjanjian kredit antara bank konvensional 
dan bank syariah dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
b. Untuk mengetahui implementasi dan implikasi perjanjian kredit di bank 
konvensional dan bank syariah dari perspektif Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan 

















































kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan tentang komparasi perjanjian kredit pada bank 
konvensional dan bank syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 
Perdata.  
b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di 
bidang hukum, khususnya mengenai studi tentang komparasi perjanjian 
kredit pada bank konvensional dan bank syariah dalam perspektif Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih 
diri dalam berfikir logis, sistematis, dan ilmiah dalam melakukan 
penulisan dan penelitian ilmiah di masyarakat. 
b. Bagi Masyarakat  
Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, mengenai 
studi tentang komparasi perjanjian kredit pada bank konvensional dan 
bank syariah dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian 
disebut ilmiah atau dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran di 
kemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistimatis dengan 

















































cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian (Winarno 
Surachmad, 1990 : 26). 
Penelitian hukum adaah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35). Penelitian hukum dilakukan 
untuk menghasilakn argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif 
atau doktrinal. Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki 
mendefinisikan penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut, ”Doctrinal 
Research is research wich provides a systematic exposition of rules governing 
a particular legal category, analyses the realtionship between rules, explain 
areas of difficulty and perhaps, predict future development (terjemahan bebas 
: penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis 
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganilisis hubungan 
antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksikan 
pembangunan masa depan)”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 32)  
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-
gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Menurut sifatnya penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan  atau melukiskan keadaan subyek atau 
obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 


















































3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif 
atau doktrinal memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-
hasil temuan empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta 
eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu 
normatif. 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2010 : 93) : 
a. Pendekatan undang-undang (statute approach) 
b. Pendekatan kasus (case approach) 
c. Pendekatan komparatif (comparative approach) 
d. Pendekatan historis (historical approach) 
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)  
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan 
pendekatan dengan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 
perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 
artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang 



















































1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil; 
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/46/PBI/2005 mengenai pengaturan 
akad. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, 
kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2010 : 141). 
c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain (Johnny Ibrahim, 2006 : 
296). Bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini adalah berupa 
kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, artikel dan internet.  
 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bagaimana caranya 
mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan 
penelitian bersangkutan serta melakukan analisa yang sebaik-baiknya. 
Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan teknik pengumpulan 
bahan hukum sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang 
dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan 
mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-



















































b. Wawancara mendalam  
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara mendalam atau in depth interviewing. Bahan hukum 
dikumpulkan peneliti dari informan yang ditentukan dan dirasa mempunyai 
pengetahuan terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga pantas 
untuk diwawancarai. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum 
ini adalah dengan logika deduktif. Dalam hal ini sumber penelitian yang 
diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus 
mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan 
beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait 
kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab 
permasalahan yang diteliti dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari 
sumber penelitian yang diolah. 
Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud 
Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
aristoteles dalam penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan 
premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor 
(pernyataan bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik 
suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47). 
Didalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premi 
mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum, 
sedangkan menurut Johnny Ibrahim mengutip pendapat Bernand Arief 
Shiharta. Logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan 
dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny 




















































F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang bank 
konvensional dan bank syariah, sistem operasional bank syariah, 
tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perikatan islam dan kredit. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan berupa jawaban atas 
pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu : Perbedaan dari 
perjanjian kredit bank konvensional dan bank syariah dari perspektif 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; implementasi dan implikasi 
perjanjian kredit pada bank konvensional dan bank syariah dari 
perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
BAB IV:  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang ditujukan pada 






















































A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum tentang Bank 
a. Pengertian Bank 
Pengertian bank menurut pasal 1 angka (2) UU Perbankan adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak.  
Menurut Hermansyah dalam bukunya hukum perbankan nasional 
Indonesia memberikan pengertian tersendiri tentang bank yaitu: “Bank 
adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, 
badan usaha pemerintah maupun swasta, bahkan lembaga-lembaga 
pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya” (Hermansyah, 2008 : 7). 
Menurut kamus hukum (blacks law), pengertian bank adalah sebagai 
kantor uang yang berfungsi untuk menyimpan, menukar, membayar, 
menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berujud 
surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. 
Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan 
Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 angka (3) UU Perbankan 
menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank 
umum pada Pasal 1 angka (3) UU Perbankan dengan menghilangkan 

















































melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
 
b. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank 
Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU Perbankan disebutkan yaitu bank 
mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut : 
i. Asas, perbankan di Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian 
ii. Fungsinya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 
iii. Tujuan, perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 
rakyat banyak. 
 
c. Usaha Pokok Bank 
Bank yang pada dasarnya merupakan perantara antara Surplus 
Spending Unit (SSU) dengan Defisit Spending Unit (DSU), usaha pokok 
bank didasarkan atas 4 hal pokok yaitu : 
1) Denomination Divisibility 
Artinya bank menghimpun dana dari Surplus Spending Unit (SSU) 
yang masing-masing nilainya relatif kecil tetapi secara keseluruhan 
jumlahnya akan sangat besar sehingga bank dapat memenuhi 
permintaan Defisit Surplus Unit (DSU) yang membutuhkan dana 
dalam bentuk kredit. 
2) Maturity Flexibility 
Artinya bank menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk 
simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya seperti 
rekening giro, deposito berjangka, sertifikat depoito, buku tabungan, 
dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan Surplus Spending 

















































mengendap inilah yang dipinjam oleh Defisit Spending Unit (DSU) 
dari bank yang berangkutan dan harus didasarkan atas yuridis dan 
ekonomis. 
3) Liquidity Transformation 
Artinya dana yang disimpan oleh penabung (SSU) kepada bank 
umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah 
mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga 
likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi 
likuiditas atau Giro Wajib Minimumnya (GMW) yang ditentukan oleh 
Bank Indonesia yang memperhitungkan jumlah unag beredar (JUB) 
agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan seimbangnya 
jumlah uang beredar, diharapkan nilai tukar relative stabil. 
4) Risk Diversification 
Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepda banyak pihak atau 
debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga 
resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin 
kecil. 
 
d. Jenis-jenis Bank 
Dalam hal ini jenis-jenis Bank itu dapat digolongkan menjadi lima 
macam yaitu (H. Malayu S.P. Hasibuan, 2009 : 30) : 
1) Bank Indonesia atau Bank Sentral. 
Dimana Bank Indonesia pertama kali diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, 
yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1968 tentang Bank Sentral. Dalam Undang-Undang tersebut Bank  
Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Dimiliki oleh Negara 
dan merupakan Badan Hukum. Bank Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, mempunyai 
tugas pokok membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan 

















































produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan yang dimaksud Bank 
Indonesia sebagai Badan Hukum menurut Pasal 4 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia 
sebagai badan hukum Publik dan badan hukum Perdata. Dalam 
kedudukan sebagi badan hukum Publik, Bank Indonesia berwenang 
menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai 
dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagi badan hukum 
Perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri 
di dalam dan diluar pengadilan. 
2) Bank Umum 
Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran., di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 
dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 
Sebagimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, Bank 
umum juga merupakan agent of development yang bertujuan untuk 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi  dan stabilitas 
nasional kea rah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam 
rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya Bank umum  dapat 
melakukan kegiatan usaha pokok berikut : 
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangkan, sertifikat deposito, tabungan; 
b) Memberikan kredit; 
c) Menerbitkan surat pengakuan utang; 
d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau 
kepentingan nasabah; 
e) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga (save deposit box) dll. 
Selain usaha-usaha pokok diatas Bank Umum juga dapat 

















































a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; 
b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 
perusahaan efek, asuransi  serta lembaga keliring penyelesaian 
dan penyimpanan denagn memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
Bank Indonesia; 
c) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 
pensiun dengan memenuhi ketentuan dalam perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku. 
Selain usaha yang diizinkan, terdapat usaha-usaha yang dilarang 
bagi bank umum, antara lain usaha Perasuransian. Bentuk hokum suatu 
bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau 
Perusahaan Daerah dan hanya dapat didirikan seizing Direksi Bank 
Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha tersebut, wajib dipenuhi 
persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan 
kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang 
perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Pendirian Bank Umum dapat 
dilakukan oleh : 
a) Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; 
b) WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara 
asing dan atau badan hukum asing scara kemitraan; 
3) Bank Perkreditan Rakyat. 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam 
pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah. Diamana Bank Perkreditan Rakyat 
meneriama simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, 
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
Dalam hal ini tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat itu diarahkan 

















































serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan 
semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas Bank 
Perkreditan Rakyat tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, 
tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat 
golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. 
Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, Bank Perkreditan 
Rakyat dapat melakukan upaya sebagai berikut: 
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan 
tau yang dipersamakan dengan itu; 
b) Memberikan kredit; 
c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah; 
d) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan 
pada Bank lain. 
Sedangkan usaha-usaha yang dilarang Bank Perkreditan Rakyat 
yaitu : 
a) Menerima simpanan berupa Giro dan ikut seta dalam lalu lintas 
pembayaran; 
b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing , kecuali 
melakukan transaksi jual beli uang kertas asing (money 
changer); 
c) Melakukan penyertaan modal; 
d) Melakukan usaha perasuransian. 
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat dapatdilakukan oleh : 
a) Warga Negara Indonesia; 
b) Pemerintah Daerah; 


















































4) Bank Devisa 
Dimana dalam pengertiannya Bank Devisa adalah Bank Umum, 
baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang 
dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar 
negeri. Bank devisa harus memperoleh suart izin dari Bank Sentral 
(Bank Indonesia) untuk dapat melakukan usaha usaha perbankan 
dalam valuta saing, baik transaksi ekspor-impor maupun jasa-jasa 
valuate asing lainnya. Tugas dan usaha dari Bank Devisa antara lain : 
a) Melayani lalu lintas pembayaran baik dalam maupun luar  
negeri; 
b) Melayani pembukaan dan pembayaraan L/C; 
c) Melakukan jual beli Valuta Asing; 
d) Menerima tabungan Valuta Asing Dll. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah 
a.  Pengertian Bank Syariah 
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah 
bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank 
syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang 
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan 
Hadits Nabi SAW. 
Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, 
yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. 
Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan 
bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 
Al-Quran dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah 
Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-
ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 


















































b. Sistem Operasional Bank Syariah 
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan 
uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam 
rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut 
kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal 
usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 
Sistem operasional tersebut meliputi: 
1) Sistem Penghimpunan Dana, Metode penghimpunan dana yang ada 
pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes 
yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga 
kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi.  
Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan 
dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. 
Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan 
pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana 
bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank 
syariah terdiri atas: 
a) Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). 
Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, 
perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung 
menghasilkan (fixed asset/non earning asset). 
Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang 
produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang 
berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak 
dibagikan kepada pemilik dana lainnya. 
Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan 
syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah 
atau equity participation pada saham perseroan bank 
Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam 
memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. 

















































prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung 
jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak 
untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
b) Investasi, Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah 
mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik 
dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam 
hal ini adalah bank. 
Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai 
investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return 
dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau 
kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. 
2) Sistem Penyaluran Dana, Produk penyaluran dana di bank syariah 
dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:  
a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini 
dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan 
murabahah, salam dan istishna’. 
b)  Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 
yang dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah). Transaksi ijarah 
dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip 
ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak 
pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya 
adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa. 
c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang 
ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan 
prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di 
bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan 
mudharabah. 
d) Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola 

















































3. Tinjauan tentang Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 pengertian 
Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu 
pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau 
dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 
Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah “suatu persetujuan antara 
dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian” (Salim H.S., 
2003 : 16). 
Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory 
agreement) diantara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, 
memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Henry 
Campbell, 1968 : 394) 
Pengertian perjanjian menurut Subekti sebagaimana yang dikutip 
Johannes Ibrahim dalam bukunya adalah sebagai berikut: “perjanjian 
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain 
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” 
(Johnny Ibrahim, 2004 : 22). 
Dari pengertian perjanjian tersebut di atas mempunyai unsur yang 
sama yaitu adanya para pihak (subyek), adanya kata sepakat (konsensus) 
dan adanya tujuan tertentu. Bagi penulis mempunyai pendapat yang 
mengarah kepada Subekti yaitu bahwa perjanjian adalah hubungan hukum 
antara dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 
Menurut Salim H.S., perjanjian adalah “hubungan hukum antara 
subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang 
harta kekayaan” (Salim H.S., 2003 : 17). 
Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau Verbintenis mengandung 
pengertian : “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua 

















































memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk 
menunaikan prestasi” (M. Yahya Harahap, 1986 : 6). 
 
b. Syarat Sahnya Perjanjian 
Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah 
memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Persyaratan yuridis agar 
suatu perjanjian dianggap sah meliputi : 
1) Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata 
2) Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata 
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian yang 
subjektif adalah :  
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak mereka yang 
mengikatkan diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para 
pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat 
dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan. 
Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan 
kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur yaitu 
unsur paksaan (dwang, duress), penipuan (bedrog, fraud), kesilapan 
(dwaling, mistake). 
Kata sepakat yang diberikan karena penipuan, paksaan atau 
kesilapan maka dapat diadakan pembatalan oleh pengadilan atas 
tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan. Adapun unsur-unsur 
sepakat adalah : 
a) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan. 
b) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima 
penawaran. 
2) Cakap Untuk membuat Suatu Perjanjian 
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan 

















































haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan 
hukum. 
Sesuai Pasal 1329 KUHPerdata, “Setiap orang adalah cakap 
membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan tidak cakap” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999 : 341). 
Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang 
telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah 
menikah. 
Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan orang-orang yang tidak 
cakap membuat perjanjian, yaitu : 
a) Orang-orang yang belum dewasa 
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 
c) Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan Undang-
undang (telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 3 Tahun 1963). 
Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat sahnya 
perjanjian yang objektif adalah : 
3) Mengenai suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu menyangkut obyek umum perjanjian atau 
mengenai bendanya. Obyek perjanjian harus jelas, syarat ini diperlukan 
untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika terjadi 
perselisihan.  
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat 
dikategorikan dalam pasal tersebut : 
a) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 
dihitung. 
b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 



















































4) Suatu sebab yang halal 
Sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian, apakah isi 
perjanjian dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 
ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum 
dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 
 
c. Asas-asas Perjanjian 
Menurut Rutten dalam Purwahid Patrik ada empat asas hukum yang 
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu (Purwahid Patrik, 1994 : 66) : 
1) Asas konsensualisme, artinya perjanjian itu lahir karena adanya kata 
sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak. 
2) Asas kekuatan mengikat, artinya para pihak apabila telah memenuhi 
syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 
maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para 
pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 
KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para 
pihak. 
3) Asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang bebas menentukan isi, 
berlakunya dan syarat-syarat perjanjian. Dalam KUHPerdata, asas 
kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) yaitu : 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Kebebasan berkontrak adalah bagian dari hak-hak dasar manusia, tetapi 
perlu adanya pembatasan bagi kebebasan ini, karena manusia adalah 
mahkluk sosial dan hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk 
melindungi masyarakat pada umumnya. Pembatasan tersebut diatur 
dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan: “Suatu sebab 
terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan 
dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. 
4) Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel), Seseorang yang mengadakan 

















































kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan 
kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada 
kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para 
pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan 
untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
undang-undang. 
  
d.  Subyek Perjanjian 
Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dalam suatu 
perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang terlibat pada 
perjanjian itu : 
1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; 
2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak 
daripadanya; dan  
3) Pihak ketiga (Mariam Darus Badrulzaman, 2001 : 22). 
 
e. Obyek Perjanjian 
Ditinjau dari objeknya (prestasi), maka perjanjian terbagi menjadi 
tiga macam, yaitu : 
1) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; 
2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu; dan 
3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Salim H.S., 2003 : 3). 
Obyek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak 
yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika 
ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang 
tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi.  
Namun hal tersebut dapat diperkecualikan dalam hal memaksa atau 
overmacht, di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya 
karena sebab di luar dirinya. Hal memaksa tersebut misalnya, bencana 


















































f. Risiko Perjanjian 
Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan 
resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran di mana 
seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu 
kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang 
menjadi objek perjanjian, ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan 
memaksa (overmacht) (Salim H.S., 2003 : 101). 
 
4. Tinjauan tentang Perikatan Islam (Akad) 
a. Pengertian Hukum Perikatan 
Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering 
dipakai sebagai rujukan disamping istilah “hukum perikatan” untuk 
menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam 
masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “hukum perhutangan”, “hukum 
perjanjian” ataupun “hukum kontrak”. Masing-masing istilah memiliki titik 
tekan tersendiri. Perhutangan menurut Prof. Subekti SH dalam bukunya, 
Hukum Perjanjian adalah, “suatu perhubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu 
hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi 
tuntutan itu“.  
Istilah perhutangan biasanya diambil karena suatu transaksi 
mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut-
menuntut. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata ialah “suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat 
bentuk nyata dari transaksi, perjanjian menurut Prof. Subekti SH adalah 
“suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.  
Apabila pengaturan hukum itu mengenai perjanjian yang berbentuk 
tertulis, orang sering menyebutnya sebagai hukum  kontrak. Sedangkan 

















































abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi 
tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, 
namun juga dari ketentuan yang berlaku diluar perjanjian tersebut yang 
menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum 
tertentu. Tampak bahwa hukum perikatan memiliki makna yang lebih luas 
dibandingkan dengan hukum perjanjian. 
Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji 
setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh 
manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari 
(Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, 1994 : 2). Bahwa substansi dari 
hukum perikatan Islam lebih luas daripada materi yang terdapat pada 
hukum perikatan barat. Hal ini dapat dilihat dari keterikatan hukum 
perikatan sendiri dengan hukum Islam yang tidak hanya mengatur 
hubungan antar manusia tapi juga manusia dengan Tuhannya dan dengan 
alam sekitarnya, hal ini dimaksudkan untuk proteksi yaitu, untuk 
melindungi manusia dari terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang 
berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang 
lain. 
Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 
sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. “Dasar hukum perjanjian 
islam dalam Kaidah fiqhiyah menyebutkan pada dasarnya perjanjian itu 
adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibatnya adalah apa yang 
mereka tetapkan melalui janji” (Ali Ahmad an- Nazawi dikutip oleh 
Yusdani dalam Millah, 2002 : 74).  
Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam titik tolak 
yang paling membedakannya adalah pentingnya unsur ikrar (ijab kabul) 
dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati 
dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab kabul), maka terjadilah ‘aqdu’ 

















































Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antar hukum Islam 
dan KUH Perdata adalah dalam hal tahap perjanjiannya. Hukum perikatan 
Islam mengatur bahwa janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua 
(dua tahapan), setelah itu baru lahir perikatan. Sedangkan dalam KUH 
Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan satu 
tahap yang kemudian menimbulkan perikatan. 
 
b. Karakteristik dan Asas-Asas Hukum Perikatan Islam 
Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT, seluruh 
bidang kehidupan diatur disana. Salah satu bidang yang diatur adalah 
bidang hukum, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum 
yang berlaku dimasyarakat. Menurut Yusuf Qardawi karakteristik hukum 
dalam Islam adalah : 
1) Komprehensivitas, Komprehensivitas mengandung arti bahwa 
hukum diterapkan bukan hanya untuk seseorang individu tanpa 
keluarga dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga, serta 
bukan ditetapkan hanya untuk satu bangsa-bangsa dunia lainnya, 
baik bangsa penganut ahlul kitab maupun kaum penyembah 
berhala (paganisme). Selain itu komprehensivitas hukum Islam 
juga terlihat dalam implikasi hukumnya yang menyentuh sampai 
pada inti terdalam berbagai permasalahan, faktor yang 
mempengaruhi hukum, dan yang terpengaruh oleh hukum. 
2)  Realisme. Realisme mengandung arti tidak mengabaikan kenyataan 
dalam setiap yang dihalalkan maupun yang diharamkan 
(pembolehan dan pelarangan) terkait dengan kepentingan manusia 
sehingga harus diperhatikan. Selain itu, Hukum Islam cenderung 
pada kemudahan dan keringanan yang dapat sesuai dengan setiap 
situasi dan kondisi di setiap zamannya. Dalam kaitannya dengan 
hukum perikatan Islam, asas hukum perikatan Islam adalah sebagai 

















































a) Asas Ilahiyah, Setiap tingkah laku manusia tidak akan pernah 
lepas dari pengawasan Allah SWT, sebagaimana disebutkan 
dalam firmannya “ Dia bersama kamu dimana saja kamu 
berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Al Hadid : 4). Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan 
perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, 
karena dengan demikian setiap manusia memiliki rasa 
tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, 
tanggung jawab terhadap pihak kedua, tanggung jawab 
terhadap masyarakat dan tanggung jawab terhadap Allah SWT. 
Hal ini sangat penting agar manusia tidak dikuasai oleh nafsu 
untuk menguasai orang lain demi kepentingannya sendiri. 
b) Asas kebebasan, Islam memberikan kebebasan pada para pihak 
untuk melakukan perikatan, demikian pula mengenai bentuk 
dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, dan 
apabila telah disepakati maka perikatan tersebut bersifat 
mengikat para pihak yang menyepakatinya dengan memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, kebebasan 
ini tidak bersifat absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan 
syariah Islam, maka perikatan itu boleh dilaksanakan.  
Menurut Faturahman Jamil, “syariah Islam memberikan 
kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai 
dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat 
hukumnya adalah ajaran agama.” Kebolehan ini juga dapat 
dilihat dari hadits Rasulullah, “kamu sekalian adalah lebih 
mengetahui dengan urusan keduniaanmu”.  
Kaidah fiqih menyebutkan bahwa segala sesuatunya adalah 
boleh atau mubah sampai ada dasar hukum yang melarangnya, 
ketentuan ini berlaku bagi hukum muamalah sebagaimana 
disebutkan dalam hadits nabi Muhammad SAW “apa-apa yang 

















































Allah adalah haram dan apaapa yang didaiamkan dimaafkan. 
Maka, terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya 
Allah itu tidak melupakan sesuatupun.” (HR. Al-Bazar dan At-
Thabrani). 
Setelah terjadinya kesepakatan para pihak, sangat ditekankan 
bagi para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam perikatan, Dasar hukumnya adalah “Hai 
orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu.” (QS.Al-
Maidah 5 : 1) 
c) Asas persamaan atau kesetaraan, Setiap manusia memiliki 
kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan, 
dimana para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-
masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan, tidak 
boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
Dalam Al-Quran disebutkan “Hai manusia, sesungguhnya kami 
menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (QS. Al-
Hujurat 49 : 13). 
d) Asas keadilan, Adil (Al Adlu) merupakan salah satu sifat Allah 
SWT yang seringkali disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT 
seringkali menekankan kepada, manusia untuk bersikap adil 
dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia 
lebih dekat pada ketakwaan. Disebutkan dalam firman-Nya 
“Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil.” (QS. 
Al-A’raaf (7): 29) Dan dalam QS. Al-Maidah (5): 8 disebutkan 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

















































kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan 
antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, 
antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat yang 
satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah 
Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan 
dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak 
dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 
memenuhi semua kewajibannya 
e) Asas kerelaan, Dalam QS. An-Nisa (4): 29 “Hai Orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” Dapat 
disimpulkan bahwa segala transaksi yang dilakukan haruslah 
dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan) antara masing-
masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan 
misstatement. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka perikatan 
tersebut dapat dibatalkan karena dilakukan dengan cara yang 
batil. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad 
baik dari para pihak. 
f) Asas kejujuran dan kebenaran, Kejujuran merupakan hal yang 
harus ada dalam perikatan karena jika tidak diterapkan maka 
akan merusak legalitas perikatan, selain itu juga dapat 
menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Disebutkan 
dalam firmanNya QS. Al-Ahzab (33) : 70 “Hai orang-orang 
yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan 
katakanlah perkataan benar.” Perbuatan muamalat dapat 
dikatakan benar jika memiliki kemanfaatan bagi para pihak 

















































lingkungannya, sedangkan perbuatan muamalat yang 
mendatangkan madharat adalah dilarang. 
g) Asas tertulis, Quran Surah Al-Baqarah 2 : 282-283, 
menyebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada 
manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, 
dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab 
individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. 
Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan 
dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu 
benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan , saksi, dan/atau 
benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan 
tersebut. 
 
c.  Konsep Perikatan (akad) dalam Hukum Islam 
1) Konsep perikatan (akad), Al-Quran setidaknya menyebutkan dua istilah 
yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu 
(janji). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan (al-rabth) 
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya 
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Gufron A. 
Mas’adi, 2002 : 75). 
Menurut Faturahman Jamil, istilah al-’aqdu ini dapat disamakan dengan 
istilah verbintenis dalam KUHPerdata. Sedangkan istilah al-‘ahdu (janji) 
dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu 
pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 
sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain (Faturrahman Jamil, 
2001 : 247-248). 
Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 
sebagai “pertalian antara ijab kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.” Abdoerraoef dalam 

















































menyebutkan bahwa perikatan (al-‘aqdu) melalui tiga tahapan (Gemala 
Dewi, 2005 : 46), yaitu : 
a) Al ‘Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat 
orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya 
tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. 
Ali Imran (3) : 76. 
b) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi 
terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, persetujuan 
tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. 
c) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, 
maka terjadilah apa yang dinamakan ‘aqdu’ oleh Al-Qur’an 
yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1. Maka, yang mengikat 
masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan 
lagi perjanjian atau ‘ahdu itu, tetapi ‘aqdu. 
 
5. Tinjauan tentang Kredit 
a.  Pengertian Kredit 
Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayan. 
Dengan demikian kredit diberikan (kreditur) kepada pihak lain (debitur) 
atas dasar kepercayaan bahwa penerima kredit akan dapat memenuhi 
segala kewajiban sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah 
disepakati bersama. 
Menurut OP. Simorangkir (2000 : 1), dalam bukunya Budi Untung 
yang berjudul Kredit Perbankan Di Indonesia, kredit diartikan pemberian 
prestasi (uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan 
terjadi pada waktu yang akan datang. 
UU Perbankan, Pasal 1 angka (11) memberikan definisi: "Kredit 

















































berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.   
Dari pengertian-pengertian tersebut penulis menyimpulkan 
pengertian kredit adalah penyediaan uang, barang atau jasa berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan harapan 
bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya kepada kreditur di 
masa yang akan datang. 
 
b.  Unsur-Unsur Kredit 
Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit 
adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa pemberi kredit benar-
benar yakin penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang 
diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah 
disepakati bersama. Berdasarkan hal itu, unsur-unsur kredit adalah : 
1) Kepercayaan 
Yaitu keyakinan kreditur bahwa prestasi yang diberikan (uang, 
barang atau jasa) akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka 
waktu tertentu di masa yang akan datang. 
2) Waktu 
Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 
dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 
Terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada 
sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa 
yang akan datang. 
3) Degree of risk  
Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 
waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan kontraprestasi 
yang akan diterimanya di kemudian hari. Semakin lama waktu kredit 
maka semakin tinggi pula resikonya, sehingga terdapat unsur 

















































menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini 
maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit. 
4) Prestasi 
Yaitu obyek kredit bank baik berbentuk uang, barang atau jasa. 
Tapi yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan adalah dalam 
bentuk uang. 
Disamping unsur-unsur di atas rnasih terdapat penggolongan unsur 
kredit yang lain, yaitu:  
a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima 
kredit (debitur). 
b) Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit 
yang didasarkan atas credit rating penerima kredit. 
c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan 
pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit 
kepada pemberi kredit. 
d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit 
kepada penerima kredit. 
e) Adanya unsur waktu. 
f) Adanya unsur resiko. Resiko di pihak pemberi kredit adalah 
gagal bayar, sedangkan resiko di pihak penerima kredit adalah 
kecurangan dari pihak kreditur. 
g) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada 
pemberi kredit (Budi Untung, 2000 : 3) 
 
c.  Fungsi Kredit 
Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Oleh 
karena itu bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di 
bidang perekonomian. Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, 
dan keuangan antara lain sebagai berikut :  
1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang. 

















































3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 
5) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. 
6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. 
7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Budi Untung, 
2000 : 4) 
 
d.  Jenis dan Macam Kredit 
Dalam praktek perbankan kredit dapat dibedakan berdasarkan : 
1) Jangka Waktunya 
a) Kredit jangka pendek 
Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Setelah 
berakhir jangka waktunya biasanya oleh bank diberi perpanjangan 
waktu lagi atas permohonan debitur. 
b) Kredit jangka menengah 
Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga 
tahun. 
c) Kredit jangka panjang 
Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit 
jangka panjang ini pada umumnya adalah investasi yang bertujuan 
untuk menambah modal perasahaan dalam jangka rehabilitasi, 
ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. 
2) Menurut Sifat penggunaannya 
a) Kredit investasi 
Yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 
keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik 
baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 
b) Kredit modal kerja 
Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 


















































3) Menurut Tujuannya 
a) Kredit produksi atau eksploitasi. 
Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 
produksi atau investasi untuk meningkatkan barang atau jasa. 
b) Kredit perdagangan. 
Yaitu yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang 
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 
tersebut. Kredit ini sering diberikan pada supplier atau agen-agen 
perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 
c) Kredit konsumtif 
Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 
Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 
dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 
seorang atau badan usaha. 
4) Menurut Jaminannya 
a) Kredit dengan jaminan. 
Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan itu 
dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 
orang. 
b) Kredit tanpa jaminan. 
c) Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 
tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 
























































B. Kerangka Pemikiran 
Untuk memudahkan penulis mempermudah dalam menyusun penulisan 
ilmiah ini, maka diperlukan suatu alur pemikiran yang dapat dijelaskan dalam 

















Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Penjelasan : 
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 
sebagai perantara jasa keuangan, sejak di undangkannya UU Perbankan, baik 
Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat diartikan dalam dua pengertian 
yaitu bank konvensional dan bank syariah. Akan tetapi karena perbankan syariah 
memiliki sifat yang khusus maka pada tahun 2008 di buatlah aturan tersendiri 
yang secara khusus mengatur mengenai perbankan syariah yaitu Undang-undang 
Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
Bank Konvensional 
(UU No 7 Tahun 
1992 sebagaimana 
telah di ubah UU 
No 10 tahun 1998  
Bank Syariah 
 

























































bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam 
pelaksanaan kredit di kedua jenis bank ini sangatlah berbeda, dimulai dari istilah 
sampai pada resiko yang harus ditanggung oleh debitur. Dalam segi istilah pada 
bank konvensional mengenal dengan sebutan kredit berbeda dengan bank syariah 
yang memakai istilah pembiayaan. 
Pembiayaan pada bank syariah sebenarnya dalam segi skema hampir sama 
dengan aplikasi kredit pada bank konvensional, namun dalam segi teknis 
penghitungan dan klausula kreditnya terdapat perbedaan. Dimana dalam kredit 
pada bank konvensional terdapat perhitungan kredit berulang (revolving credit), 
kredit sekali tarik (self likuidating credit), kombinasi revolving dan self 
likuidating credit, kredit dengan plafon dll. Dalam perbankan syariah, kombinasi 
ini menjadi sangat inovatif. 
Untuk memulai penggunaan aplikasi kredit ini di setiap jenis bank 
mengharuskan debitur untuk membuat suatu perjanjian atau akad yang bersifat 
mengikat kedua belah pihak dan berfungsi melindungi kepentingan para pihak 
yang telah bersepakat melaksanakan suatu transaksi keuangan berupa 
kredit/pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini antara 
bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan. 
Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan melihat apakah perbedaan, 
bagaimana implementasi serta implikasi dari perjanjian kredit pada bank 




















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
  
A. Perbedaan dari Perjanjian Kredit Bank Konvensional dengan Bank 
Syariah dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
  Untuk memulai penggunaan aplikasi kredit ini di setiap jenis bank 
mengharuskan nasabah untuk membuat suatu perjanjian atau akad yang bersifat 
mengikat kedua belah pihak yang berfungsi melindungi kepentingan para pihak 
yang telah bersepakat melaksanakan suatu transaksi keuangan berupa 
kredit/pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit/pembiayaan 
ini antara bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan. Perbedaan 
tersebut meliputi : 
 
1.  Penggunaan Istilah Subjek Perjanjian 
 Penggunaan istilah subjek perjanjian dapat dilihat dari pengertian 
mengenai perjanjian kredit. Pengertian perjanjian kredit itu sendiri belum 
dirumuskan dalam UU Perbankan. Akan tetapi menurut kesimpulan Remy 
Sjahdeini sebagaimana yang dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam bukunya 
menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah, “Perjanjian antara bank sebagai 
kreditur dan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah 
debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan” (Johannes Ibrahim, 
2004 : 31). 
Seperti halnya perjanjian kredit pada bank konvensional, pengertian 
perjanjian pembiayaan di bank syariah juga belum dirumuskan dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Menurut Faturahman 

















































”Perjanjian kredit (akad pembiayaan bank syariah) adalah perjanjian 
antara pihak bank (sebagai pemilik dana) dan nasabah (sebagai 
pengelola dana) mengenai pembiayaan atau penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa transaksi bagi hasil 
dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa 
dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 
bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 
dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 
dan  transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa yang kemudian dana tersebut dikembalikan dalam jangka 
waktu tertentu” (Daeng Naja. 2010 : 16). 
 
Dilihat dari pengertian perjanjian kredit tersebut dapat diperoleh 
penjelasan mengenai perbedaan diantara keduanya yaitu pada bank 
konvensional menyebutkan pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai 
debitur sedangkan pada bank syariah menyebutkan pihak bank sebagai 
pemilik dana dan nasabah sebagai pihak pengelola dana.  
Menurut Kamus Hukum (black law dictionary), mengulas mengenai 
istilah kreditur yang dimaksudkan sebagai pihak yang berpiutang dan debitur 
sebagai pihak yang berhutang. 
Menurut UU Perbankan, disebutkan bahwa bank sebagai kreditur adalah 
pihak yang memberikan fasilitas kredit atau penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu. Nasabah sebagai debitur dimaksudkan 
adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit. 
Menurut Faturahman Jamil sebagaimana dikutip oleh Daeng Naja dalam 
bukunya, yang dimaksud bank syariah sebagai pihak pemilik dana dan 
nasabah sebagai pengelola dana adalah “didalam aktifitas pembiayaan itu bank 
memiliki dan menyediakan dana untuk diberikan kepada nasabah yang 
kemudian oleh mereka dana tersebut dikelola sedemikian rupa ke berbagai 
bentuk transaksi pembiayaan yang ingin dilakukan.” (Daeng Naja, 2010). 
Dalam hal dimaksudkan bank sebagai pihak pengelola dana nasabah 
adalah melihat dari pengertian bank itu sendiri menurut UU Perbankan yaitu, 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

















































banyak. Melihat dari pengertian ini menurut hemat penulis, bank yang telah 
menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan baik berupa giro, 
tabungan, depoito, dsb tersebut kemudian dikelola sedemikian rupa untuk 
disalurkan kembali kepada masyarakat (calon nasabah) dalam bentuk kredit 
maupun pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. 
Dari pengertian perjanjian kredit diatas juga ditemukan bahwa pada bank 
konvensional mewajibkan kepada debitur/pemohon kredit untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau 
pembagian hasil keuntungan. Sedangkan pada bank syariah hanya mewajibkan 
mengembalikan biaya yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu saja. Bank 
syariah didalam operasionalnya tidak mengenal istilah bunga karena bunga 
merupakan riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Pembagian keuntungan 
dari bank syariah diperoleh dari sisa/margin keuntungan yang didapat dari 
transaksi pembiayaan setelah adanya kesepakatan antara bank dan nasabah. 
 
2. Sumber Hukum Perjanjian Kredit 
a. Sumber Hukum Perjanjian Kredit Bank Konvensional 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga bab II mengenai 
perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dan 
bab XIII mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang. 
2) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 03 Oktober 1966 
yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 
memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib 
mempergunakan akad perjanjian kredit. 
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Walau 
perjanjian kredit itu sendiri belum dirumuskan di dalam undang-undang 
ini. Akan tetapi melihat dari ketentuan didalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) 
yang menyebutkan : 
a) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

















































analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan 
b) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
dan pembiayaan berdaarkan prinsip syariah sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Maka berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dipastikan perjanjian 
kredit oleh bank kepada nasabah selalu dimulai dengan permohonan 
oleh pihak nasabah. Apabila bank menganggap permohonan kredit 
tersebut layak untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan kredit 
tersebut berdasarkan perjanjian. 
4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir 
tanggal 13 Maret 1995 mengenai pedoman penyusunan kebijakan 
perkreditan bank dalam hal pengaturan pokok terhadap kebijakan 
persetujuan kredit yang diawali dengan perjanjian. 
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 07/46/PBI/2005 mengenai 
pengaturan akad, yang mengatur bahwa pada setiap jenis yang 
memberikan fasilitas kredit/pembiayaan baik secara konvensional 
maupun syariah mewajibkan untuk didahului dengan sebuah 
akad/perjanjian. 
 
a. Sumber Hukum Perjanjian Kredit Bank Syariah 
1) Al Quran dan As-Sunnah, sebagai pedoman yang utama jika seorang 
muslim mengadakan perjanjian dengan yang lainnya maka ia 
berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjikanya sesuai 
dengan ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang terjemahnya 


















































2) Ijma’ (consensus) adalah kesepakatan para mujtahid dan umat Islam 
atas hukum syara’ (mengenai suatu masalaruh) pada satu masa sesudah 
nabi wafat. 
3) Qias (analogy) adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat 
ketentuan hukumnya dalam nash (Al Qur’an dan Sunnah) dengan 
masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena 
adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara kedua 
masalah itu. 
4) Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat pada dalil/nash 
Al-Quran. Menurut pengertianya adalah menetapkan ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran 
atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam 
kehidupan masyarakat. 
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Bab II mengenai 
perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan dan 
dan bab XIII mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang. 
6)  Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 03 Oktober 1966 
yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 
memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib 
mempergunakan akad perjanjian kredit. 
7)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 8 
ayat (1) dan (2). 
8)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, 
walaupun perjanjian kredit ini belum dirumuskan di dalam undang-
undang ini. Akan tetapi melihat dari ketentuan pasal 19 yang mengatur 
kegiatan umum bank syariah, hampir disetiap kegiatannya haruslah 
diawali dengan suatu perjanjian (akad). 
7) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 07/46/PBI/2005 mengenai 
pengaturan akad, yang mengatur bahwa pada setiap jenis yang 

















































maupun syariah mewajibkan untuk didahului dengan sebuah 
akad/perjanjian. 
 
Dilihat dari sumber hukum perjanjian kredit diatas dapat dijelaskan perbedaan 
dari keduanya adalah pada bank konvensional tidak menggunakan sumber hukum 
yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qias, dan Maslahah mursalah. 
Berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sumber hukum dari keempat 
sumber tersebut. Hal ini dikarenakan bank syariah yang didalam operasionalnya 
menggunakan prinsip-prinsip dari syariat Islam yang mendasarkan pada 
ketentuan-ketentuan dari Al-Quran dan Hadits.  
Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
bank syariah disebutkan bahwa “bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam yang 
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.  
Selain keempat sumber hukum perjanjian kredit tersebut pada bank syariah 
juga ditemukan sumber hukum lainnya yang berbeda dengan sumber hukum 
perjanjian kredit pada bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 mengenai bank syariah. Undang-undang ini ada dikarenakan suatu alasan 
yaitu perkembangan bank syariah dan bank konvensional yang membuka cabang 
syariah tumbuh berkembang semakin pesat, dan peraturan-peraturan yang ada 
pada saat itu (UU Perbankan) hanya membahas pada tataran ekonomisnya saja 
yaitu lebih pada transaksi-transaksi yang terdapat dalam perbankan syariah, 
namun belum menyentuh aspek perlindungan hukumnya. Pengaturan yang lebih 
spesifik dan jelas terkait perlindungan hukum bagi pelaku ataupun pihak yang 
menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat penting, sehingga 
pada tahun 2007 direncanakan untuk membuat suatu undang-undang yang 




















































3. Struktur dari Perjanjian Kredit 
a. Struktur Perjanjian kredit Bank Konvensional 
1) Judul, ditulis dengan huruf kapital “PERJANJIAN KREDIT” 
2) Komparisi atau penghadapan, artinya para pihak yang membuat akta 
menghadap dimuka notaris dan merupakan bagian dari pembukaan 
pembuatan akta yang memuat keterangan mengenai orang atau pihak 
yang menghadap untuk menadatangani akta itu. Bagian dari komparisi 
itu meliputi : 
a) Uraian terperinci mengenai identitas dari pihak-pihak atau orang 
yang menghadap notaries atau (pejabat Negara lainnya) untuk 
menadatangani akta dan meliputi nama serta alamat. 
b) Dasar hukum yang memberikan kewenangan yuridis bagi para 
pihak yang menghadap notaries untuk menandatangani akta. 
c) Kedudukan para pihak yang menghadap apakah bertindak untuk 
sendiri atau sebagai kuasa orang lain atau mewakili perusahaan 
berbadan hukum (Sutarno, 2003 : 108) 
3)  Para pihak yang melakukan perjanjian kredit, yaitu antara bank dengan 
debitur. Masing-masing pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian 
kredit tersebut, terdapat beberapa kemungkinan: Pihak yang bertindak 
untuk dan atas nama dirinya sendiri; Pihak yang bertindak sebagai 
kuasa berdasarkan surat kuasa; Pihak yang bertindak sebagai wakil 
untuk dan atas nama orang atau badan hukum lain berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Misalnya: direksi mewakili bank, 
direktur utama mewakili perusahaan. Perjanjian kredit dianggap sah 
apabila ditandatangani oleh orang yang mempunyai kewenangan. 
Kewenangan bertindak seorang direktur perusahaan dapat dilihat dari 
akta pendirian/anggaran dasar perusahaan. 
4) Isi, Perjanjian Kredit memuat banyak sekali pasal-pasal yang 
merupakan klausula-klausula dalam rangka menjamin pengamanan 
kredit yang diberikan lazimnya klausula-klausula dimaksud antara lain: 

















































besarnya jumlah perkiraan dana yang diberikan debitur dan 
wajib disediakan kreditur, serta jangka waktu perjanjian; 
b) Klausula tentang bunga kredit untuk memberikan kapasitasnya 
tentang besarnya bunga yang harus dibayar dan hak kreditur 
untuk memungut bunga. 
c) Klausula tentang barang agunan;  
d) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit 
seperti provisi, commitment fee bea materai dan management 
fee;  
e) Klausula tentang asuransi yang bertujuan untuk mengalihkan 
resiko yang terjadi atas agunan 
f) Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan debitur 
(negative clause) tanpa terlebih dahulu dapat persetujuan bank 
seperti: 
(1) Untuk mengadakan perubahan manajemen 
(2) Mengadakan investasi baru 
(3) Menangung hutang pihak lain 
(4) Mengubah susunan kepemilikan atau permodalan. 
g) Klausula yang memuat seluruh data yang harus diserahkan oleh 
debitur sebelum melakukan penarikan pinjaman (conditions 
precedent) 
h) Klausula tentang penarikan kredit (draw down) 
i) Representation and warranties, yaitu yang isinya bahwa 
debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan 
informasi yang diberikan debitur kepada kreditur adalah benar. 
j) Changes in circumstances yang meliputi perubahan-perubahan 
yang mempengaruhi debitur atau kreditur yang mengakibatkan 
biaya meningkat. 
k) Klausula Negative Pledge, yaitu klausula yang mencegah 
debitur untuk menjaminkan kekayaannya kepada kreditur yang 
lainnya. 

















































menggunakan dana yang diperuntukan bagi suatu proyek atau 
tujuan tertentu. 
5) Pihak bank dapat mengakhiri perjanjian kredit setiap waktu, apabila 
ada hal-hal yang membahayakan fasilitas kredit yang diberikan antara 
lain: 
a) Dikemudian hari ternyata diketahui debitur memberikan 
keterangan tidak benar pada bank. 
b) Debitur menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan. 
c) Debitur tidak dapat membayar angsuran pokok, bunga dan 
kewajiban kewajiban lainya tepat waktu. 
d) Debitur melanggar larangan-larangan yang ditetapkan 
6) Penyelesaian kredit yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan bank 
dan perundang-undangan yang berlaku, apabila debitur tidak dapat 
memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. 
7) Penutup, Lazimnya berisi mengenai keterangan domisili dan kantor 
pengadilan yang ditunjuk apabila terjadi sengketa antara debitur dan 
banknya. Penutup juga merupakan bagian akhir dari perjanjian yang 
 
b. Struktur Perjanjian Kredit Bank Syariah 
1) Judul Perjanjian, Dalam perjanjian bank syariah kata “Perjanjian 
Kredit” diganti dengan “Perjanjian Pembiayaan” dan juga 
ditambahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perjanjian, : 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM “Hai orang-orang yang 
beriman penuhilah akad perjanjian itu” (Surat Al-Maidah ayat 1) 
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHOROBAH 
Nomor:.......... 
2) Komparisi atau penghadapan, artinya para pihak yang membuat akta 
menghadap dimuka notaris dan merupakan adalah bagian dari 
pembukaan pembuatan akta yang memuat keterangan mengenai 
orang atau pihak yang menghadap untuk menadatangani akta itu. 

















































(a) Uraian terperinci mengenai identitas dari pihak-pihak atau orang 
yang menghadap notaries atau (pejabat Negara lainnya) untuk 
menadatangani akta dan meliputi nama serta alamat. 
(b) Dasar hukum yang memberikan kewenangan yuridis bagi para 
pihak yang menghadap notaries untuk menandatangani akta. 
(c) Kedudukan para pihak yang menghadap apakah bertindak untuk 
sendiri atau sebagai kuasa orang lain atau mewakili perusahaan 
berbadan hukum. 
3)  Para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan yaitu antara bank 
dan nasabah. Perlu diperhatikan mengenai subyek hukum dari 
nasabah, baik perorangan maupun badan hukum. Masing-masing 
pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian kredit tersebut, 
terdapat beberapa kemungkinan: Pihak yang bertindak untuk dan atas 
nama dirinya sendiri; Pihak yang bertindak sebagai kuasa 
berdasarkan surat kuasa; Pihak yang bertindak sebagai wakil untuk 
dan atas nama orang atau badan hukum lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Apabila perorangan, maka harus didapatkan 
data/status nasabah sudah menikah atau belum, bila sudah menikah 
maka diperlakukan izin suami/istri. Apabila badan hukum perlu 
diperhatikan kewenangan pengurus dalam melakukan tindakan 
hukum diperlukan izin komisaris atau tidak. 
 4) Pihak bank dapat mengakhiri perjanjian kredit setiap waktu, apabila 
ada hal-hal yang membahayakan fasilitas kredit yang diberikan 
antara lain: 
a) Dikemudian hari ternyata diketahui nasabah memberikan 
keterangan tidak benar pada bank. 
b) Nasabah menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan. 
c) Nasabah tidak dapat membayar angsuran pokok, dan kewajiban 
kewajiban lainya tepat waktu. 

















































 5) Isi, Perjanjian pembiayaan bank syariah juga memuat Pasal-Pasal 
yang penting berdasarkan hukum positif dan tidak bertentangan 
dengan syariah Islam. Klausula-klausula yang ada meliputi:  
(a) Defenisi yang digunakan termasuk istilah syariah. 
(b) Keterangan mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan seperti 
besarnya jumlah pembiayaan, dan pada waktu yang ditentukan 
juga, jenis pembiayaan (Murabahah, Musyarakah atau 
Mudharabah). 
(c) Penggunaan fasilitas pembiayaan, Nasabah harus mengerti, 
mengetahui dan menyepakati bahwa pembiayaan tersebut hanya 
untuk barang/proyek tertentu. Penyimpangan terhadap 
penggunaan pembiayaan akan berakibat tidak sahnya perjanjian 
kredit atau pembiayaan karena objek perjanjian adalah pembelian 
barang/pelaksanaan proyek, bukan uang seperti perjanjian kredit 
bank konvensional (pinjaman rekening koran/ PRK, fasilitas 
overdraft. 
(d) Keuntungan dan pembayaran, Setiap pembiayaan yang diberikan 
oleh bank syariah akan diperoleh keuntungan. Misalnya dalam 
sistim jual beli atau fasilitas Murabahah akan didapat keuntungan 
yang disebut margin keuntungan. Margin keuntungan baik 
sendiri maupun secara bersama dengan pokok pembiayaan akan 
diangsur setiap bulannya sesuai kesepakatan. 
(e) Klausula tentang asuransi yang bertujuan untuk mengalihkan 
resiko yang terjadi atas agunan. 
(f)  Representation and warranties, yaitu yang isinya bahwa nasabah 
menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi 
yang diberikan nasabah kepada bank adalah benar 
(g) Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan nasabah (negative 
clause) tanpa terlebih dahulu dapat persetujuan bank seperti: 
(1) Untuk mengadakan perubahan manajemen 

















































(3) Menangung hutang pihak lain 
(4) Mengubah susunan kepemilikan atau permodalan 
(h) Barang agunan secara syariah diatur dalam surat Al-Baqarah : 28. 
“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara 
tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang 
berpiutang” 
(i) Biaya yang dibebankan, adalah biaya administrasi sebesar 1% 
dari total fasilitas pembiayaan. 
(j) Pengutamaan Pembayaran, Pada bank syariah tidak dikenakan 
denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat 
sebagaimana yang tidak ditetapkan dalam jadwal pembayaran. 
Oleh karena itu nasabah harus mengutamakan melakukan 
angsuran pembayaran atau cicilan atas pembiayaan. 
(k) Secara tertib dan teratur dari pada kewajiban pembayaran kepada 
pihak lain. Peristiwa cedera janji, Nasabah dinyatakan 
wanprestasi atau cedera janji apabila tidak melaksanakan 
kewajiban yang tertuang dan disepakati dalam perjanjian 
pembiayaan. 
(l) Hukum yang mengatur, Penyelesaian pembiayaan apabila 
nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan 
kesepakatan dalam perjanjian akan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5) Penutup, Lazimnya berisi mengenai keterangan domisili dan kantor 
pengadilan yang ditunjuk apabila terjadi sengketa antara debitur dan 
banknya. Penutup juga merupakan bagian akhir dari perjanjian yang 
 
Dilihat dari struktur perjanjian kredit diatas dapat dijelaskan perbedaan dari 
keduanya antara perjanjian kredit bank konvensional dan bank syariah adalah : 
1) Dilihat dari judul perjanjiannya. Perjanjian kredit bank konvensional pada 

















































bank syariah kata kredit diganti dengan kata pembiayaan sehingga 
menjadi perjanjian pembiayaan. 
Perjanjian itu sendiri diatur didalam KUHPerdata, yaitu diatur di Pasal 
1313 yang menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau 
lebih”. 
Akad atau perjanjian menurut hukum Islam adalah janji setia kepada Allah 
SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan 
sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari (Chairuman 
Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1994: 2). 
Menurut Pasal 1 angka (11) UU Perbankan memberikan definisi: Kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  
Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang bank Syariah memberikan definisi :  
“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk 
mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam 
bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 
bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 
piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk 
ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”. 
 
2) Dilihat dari isi perjanjiannya. Perjanjian kredit pada bank konvensional 
dan bank syariah berisi pasal-pasal yang merupakan klausula-klausula 
dalam rangka menjamin pengamanan kredit, beda diantara keduanya 
terletak dari klausula pada bank konvensional yang mengatur mengenai 

















































harus dibayar dan hak nasabah untuk memungut bunga. Terdapat klausula 
mengenai pembatasan bagi nasabah untuk menggunakan dana bagi suatu 
proyek atau tujuan tertentu. 
Sedangkan perjanjian kredit bank syariah tidak terdapat klausula mengenai 
bunga dikarenakan bunga adalah riba yang diharamkan oleh syariat Islam 
dan tidak terdapat klausula mengenai pembatasan penggunaan dana bagi 
suatu proyek tertentu, ini dikarenakan tujuan sebenarnya dari fasilitas 
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah 
diperuntukkan bagi suatu proyek/barang tertentu. 
 
4. Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Kredit pada Bank Konvensional 
dan Bank Syariah dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 
Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) tetapi termasuk perjanjian bernama diluar 
KUH Perdata (Sutarno, 2003 : 96). Berbicara mengenai perjanjian kredit tidak 
bisa dilepaskan dari konsep perjanjian pada umumnya sebagaimana yang 
dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan yang mengatur tentang 
perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yang memiliki sifat terbuka 
artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya 
berfungsi mengatur saja. 
Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat 
mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, antara lain sebagai berikut : 
a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri 
Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau 
konsesus para pihak. Terjadinya kesepakatan biasanya diawali dengan 

















































tanggapan berupa penerimaan dari pihak lainnya, jika penawaran tersebut 
tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin 
tercipta kesepakatan, oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk 
melahirkan suatu kesepakatan. 
Perjanjian kredit terjadi pada saat ada kesepakatan diantara para pihak 
yakni antara bank dan nasabah, dan saat terjadinya perjanjian ini memiliki 
akibat hukum yaitu berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari 
para pihak. Oleh karena itu dalam perjanjian perlu ditentukan saat 
terjadinya perjanjian. Dalam teori-teori hukum perdata penetapan 
mengenai lahirnya perjanjian ada beberapa teori, antara lain (J. Satrio, 
1993 : 18) : 
1) Teori Pernyataan (Uitings Theorie) 
Menurut teori ini perjanjian telah ada pada saat pihak lain 
menyatakan penerimaannya (penerimaan yang dinyatakan dalam 
bentuk/wujud suatu tulisan), pada saat tersebut pernyataan kehendak 
dari orang yang menawarkan dan orang yang menerima saling 
bertemu.  
Dalam perjanjian kredit untuk menciptakan suatu perjanjian 
diperlukan adanya penawaran dari salah satu pihak (bank) dan adanya 
penerimaan dari pihak lainnya (nasabah). Berpijak pada teori ini maka 
perjanjian terjadi ketika nasabah datang ke bank dan mengajukan 
permohonan kredit/pembiayaan. Apabila bank menganggap 
permohonan itu layak untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan 
kredit/pembiayaan dengan cara nasabah mengisi form khusus yang 
telah disediakan oleh bank kemudian disetujui dan ditandatangani oleh 
kedua belah pihak. 
2) Teori Pengiriman (Verzendings Theorie) 
Dalam teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban 
penerimaannya adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang 
mempunyai pegangan yang relatif sedikit pasti mengenai saat 

















































Menurut hemat penulis bahwa dalam perjanjian kredit tidak 
menggunakan teori ini karena perjanjian kredit tidak dilakukan 
pengiriman kepada setiap nasabah tetapi nasabah sendiri yang datang 
ke bank untuk memohon penggunaan aplikasi kredit/pembiayaan 
kemudian apabila permohonan tersebut dianggap layak maka akan 
terlaksana pelepasan kredit berdasarkan perjanjian. 
3) Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie) 
Untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman, maka saat 
tejadinya perjanjian kemudian digeser sampai pada jawaban 
penerimaannya diketahui oleh pihak yang melakukan penawaran. 
Sehingga berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian 
kredit diperlukan suatu pengetahuan yang cukup bagi nasabah untuk 
mengetahui hak dan kewajibannya serta kerugian dan keuntungannya 
ketika ia melakukan transaksi kredit. 
4) Teori Penerimaan (Ontvangst Theorie) 
Sebagai jawaban atas kekurangan dari teori pengetahuan maka 
munculah teori lain yaitu teori penerimaan. Dalam perjanjian kredit, 
teori ini dapat diwujudkan apabila nasabah itu setuju atau mau 
menerima segala konsekuensi atau akibat dari pelaksanaan perjanjian 
kredit tersebut sehingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah 
pihak. 
Dalam prakteknya perjanjian kredit bank konvensional maupun perjanjian 
kredit bank syariah sama-sama menggunakan bentuk dari perjanjian baku. 
Menurut Johanes Gunawan, ”perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang 
isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir 
yang telah digandakan dalam jumlah tidak terbatas untuk ditawarkan pada 
pihak lain tanpa memperhatikan keadaan pihak tersebut.” Dari definisi ini 
dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit itu dibuat tanpa memperhatikan 
keadaan pihak lain (debitur). Karena di dalam prakteknya setiap bank telah 
menyiapkan blanko (formulir, model). Formulir ini ditawarkan dan disodorkan 

















































dengan pemohon dan kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah 
bisa menerima syarat-syarat yang tersebut didalam formulir itu atau tidak. 
Pada bank konvensional kesepakatan perjanjiannya diwujudkan: pertama, 
dilakukan oleh pihak yang satu (bank) dengan menyiapkan suatu syarat baku 
pada formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau sudah 
dicetak dan kemudian diserahkan kepada pihak lain (nasabah) untuk disetujui. 
Kedua, apabila pihak yang lain itu setuju dengan syarat baku tersebut, 
akhirnya kedua belah pihak dapat bersepakat maka terlaksanalah perjanjian itu 
yang mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. Pada bank 
syariah kesepakatan perjanjiannya diwujudkan dari : pertama dalam ijab dan 
kabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang 
diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya. Ijab dan kabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya 
sukarela timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak.  
Menurut Abdul Gani Abdullah mengenai Ijab Kabul yang dikutip oleh 
Gemala Dewi dalam bukunya, menyebutkan, “di dalam hukum perikatan 
Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pentingnya unsur ikrar 
(ijab kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut 
disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab kabul), maka terjadilah ‘aqdu’ 
(perikatan)” (Gemala Dewi, 2005 : 47). Kedua, sepakat yang sesuai dengan 
kehendak syariat, artinya seluruh perjanjian yang diperjanjikan oleh kedua 
belah pihak atau lebih (baik dari objek perjanjian, aktifitas yang dilakukan dan 
tujuan) di anggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum 
Islam. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan yaitu terjadinya 
pemindahan pemilikan (dalam kasus jual beli dari satu pihak (yang melakukan 
ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul) atau pengalihan kemanfaatan 
(dalam kasus ijarah atau pembiayaan) (Faturahman Jamil, 2001 : 244) 
Dilihat dari penjelasan diatas menurut hemat penulis kedua perjanjian 

















































mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri, hanya berbeda menurut 
perwujudannya dari masing-masing jenis bank tersebut. 
 
b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan 
Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah berkaitan dengan 
kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Pada dasarnya semua 
orang yang sudah dewasa dapat dikatakan telah cakap dalam membuat 
perikatan, hal ini diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata yaitu “Setiap orang 
adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-
undang tidak dinyatakan tak cakap” 
Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dikatakan tidak cakap 
membuat perikatan adalah : 
1) orang yang belum dewasa,  
2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, 
lemah akal, dan pemborosan), dan  
3) wanita yang bersuami, dimana mereka ini apabila melakukan 
perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka dan bagi istri harus 
ada izin suaminya.  
Syarat yang pertama seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 
330 KUHPerdata adalah umur belum genap mencapai 21 Tahun dan tidak 
lebih dahulu telah kawin, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 dinyatakan bahwa anak yang 
belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada 
dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika anak sudah berumur 18 
tahun atau lebih maka kekuasaaan orang tua dan atau perwalian akan 
berakhir, hal tersebut mengakibatkan orang tua dan wali tidak mewakili 
mereka lagi dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa batas kedewasaan seseorang dapat diukur ketika telah 

















































mencapai usia tersebut. Pengaturan dalam KUHPerdata adalah pengaturan 
yang bersifat umum artinya dapat dikesampingkan ketika ada pengaturan 
yang bersifat lebih khusus, 
Walaupun seseorang yang telah dewasa dapat dikatakan cakap untuk 
melakukan suatu perikatan, akan tetapi belum tentu semua orang dewasa 
itu sehat pikirannya sehingga dilihat syarat yang kedua “orang yang 
ditaruh dibawah pengampuan” dalam Pasal 433 KUHPerdata disebutkan 
bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit 
otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia 
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Selain itu seorang dewasa 
boleh ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. 
Syarat yang ketiga orang-orang perempuan (istri). Berdasarkan 
perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 
SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 4 Agustus 1963. Dimana wenang 
seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di 
depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya sehingga syarat 
seseorang dikatakan cakap melakukan perikatan menurut KUHPerdata 
adalah seseorang yang telah dewasa yang telah berumur 18 tahun atau 
telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada dibawah 
pengampuan. 
Pada ketentuan di klausula perjanjian kredit bank konvensional maupun 
bank syariah mengenai subyek perjanjian perorangan diatur bahwa seseorang 
yang ingin melakukan suatu transaksi kredit haruslah dikatakan dewasa atau 
cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi pada bank konvensional 
maupun bank syariah untuk melakukan kredit/pembiayaan yang didahului 
oleh perjanjian dibatasi pada tingkat kedewasaan atau sudah pernah menikah 
(menurut KUHPerdata maupun UU Perkawinan), dan ketentuan bahwa 
seseorang yang melakukan transaksi kredit itu tidak berada dibawah 
pengampuan. Jika didapatkan data bahwa seorang nasabah itu sudah menikah 

















































baik perjanjian kredit bank konvensional maupun bank syariah telah 
memenuhi ketentuan dari kecakapan membuat suatu perikatan. 
 
c. Suatu Hal Tertentu 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian atas suatu prestasi yang 
harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu mencakup objek perjanjian. 
Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan 
jenisnya, apa yang diperjanjikan ini harus cukup jelas, ditentukan jenisnya 
meskipun jumlah boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau 
ditetapkan. Undang-Undang juga tidak pernah mengharuskan barang 
tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat 
dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan yang penting kemudian dapat 
dihitung atau ditetapkan. 
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. 
Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan. 
Sehingga berdasar definisi tersebut maka suatu perjanjian haruslah 
menyebutkan mengenai obyek dari perjanjian tersebut baik sesuatu hal 
tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya suatu benda yang 
dijadikan obyek dalam suatu perjanjian kredit yaitu berupa fasilitas 
kredit/pembiayaan berupa dana yang dipinjamkan oleh bank kepada 
nasabah dan dana yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank. 
 
d. Suatu Sebab Yang Halal 
Kata “causa” berasal dari bahasa latin yang artinya “sebab” sebab 
adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang membuat 
perjanjian. Akan tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab yang mendorong seseorang untuk 
melakukan perjanjian, melainkan causa dalam arti “isi perjanjian itu 
sendiri” yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. 
Dalam Pasal 1335 KUHPerdata disebutkan suatu perjanjian tanpa 

















































terlarang tidak mempunyai kekuatan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut 
suatu perjanjian yang dilakukan tanpa adanya sebab, dan suatu perjanjian 
yang dilakukan dengan adanya sebab yang terlarang tidak mempunyai 
kekuatan hukum, sebab yang terlarang misalnya perjanjian pembunuhan 
orang, isi perjanjiannya ialah yang satu menginginkan matinya orang, 
pihak yang lain menginginkan uang imbalannya, tujuannya adalah orang 
itu lenyap dari muka bumi dan penyerahan uang. 
Kemudian dalam Pasal 1336 KUHPerdata disebutkan jika tidak 
dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada 
suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikan 
adalah sah. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa walaupun suatu 
sebab tidak dinyatakan secara langsung, akan tetapi perjanjian tersebut 
pada dasarnya telah memiliki sebab yang halal, atau sebab lain yang tidak 
dinyatakan adalah sah menurut hukum. 
Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, causa atau sebab itu halal apabila 
tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Perjanjian yang berisi 
causa atau sebab yang halal diperbolehkan oleh undang-undang, 
sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak 
diperbolehkan atau tidak sah menurut undang-undang. 
Menurut hukum islam, istilah halal adalah suatu hal yang tidak 
melanggar atau apa yang boleh dilakukan, diberikan dan dimiliki menurut 
ketentuan dari Al-Quran dan Hadits.  
Tujuan dari atau sebab dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai dasar 
dari pemberian kredit/pembiayaan yang berfungsi sebagai perjanjian pokok, 
sebagai batasan hak dan kewajiban diantara bank dan nasabah, serta sebagai 
alat untuk melakukan monitoring kredit/pembiayaan. Perjanjian kredit tersebut 
bersifat mengikat layaknya seperti suatu undang-undang bagi kedua belah 



















































B. Implementasi dan Implikasi Perjanjian Kredit pada Bank Konvensional 
dan Bank Syariah dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
Dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 
UU Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur 
dana masyarakat. Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain 
menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana 
tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang atau kredit/pembiayaan. Bank 
adalah lembaga perbankan yang memberikan produk kredit/pembiayaan bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 
Pemberian kredit/pembiayaan oleh bank didahului dengan adanya 
pengajuan kredit/pembiayaan dari masyarakat. Seseorang atau badan usaha 
yang bermaksud memperoleh kredit/pembiayaan dari bank maka orang atau 
badan usaha tersebut harus mengajukan permohonan kepada bank dengan 
mengisi formulir permohonan atau membuat proposal permohonan 
kredit/pembiayaan. 
Setelah adanya pengajuan kredit/pembiayaan oleh masyarakat, maka 
pengajuan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak bank dengan melakukan analisis 
yang mendalam sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang meliputi 
aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sosial, aspek jaminan 
dan aspek-aspek lainnya. Dan apabila bank menganggap semua telah layak 
maka akan terlaksana pelepasan kredit/pembiayaan berdasarkan sebuah 
perjanjian. 
 Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 03 Januari 2011 pukul 
13.00 dengan Bapak Fariuddin Hamid selaku CEO Collection and WorkOut 
PT. BTN Cabang Utama Surakarta sebagai berikut : 
”Alasan diterapkannya perjanjian kredit/pembiayaan merupakan faktor 
penting serta menjadi dasar dari pemberian kredit/pembiayaan kepada 
nasabah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian 
kredit/pembiayaan seperti jumlah dana, syarat pencairan dana dan faktor 
keamanan dari kredit/pembiayaan yang akan diberikan oleh bank, dapat 
dimasukkan dalam perjanjian. Ketelitian dan keakuratan pencantuman 

















































terhadap kesehatan bank”. 
 
Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya bentuk pelaksanaan atau 
implementasi dari perjanjian kredit pada bank konvensional maupun bank 
syariah itu sebagai suatu prosedur awal atau syarat yang harus dipenuhi 
seorang nasabah ketika ia mengajukan permohonan kredit/pembiayaan pada 
bank, dibuat dengan mendasarkan pada peraturan yang standar meliputi isi dan 
klausula perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak bank.  
Perjanjian kredit dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi yang penting 
baik bagi bank maupun bagi nasabah antara lain: 
a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok 
b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara bank dan 
nasabah. 
c. Berfungsi sebagai alat monitoring kredit/pembiayaan. 
Menurut Beatriz Armend´ariz dalam jurnalnya yang berjudul On the 
design of a credit agreement with credit monitoring, mengatakan “Credit 
agreements on steps with joint responsibility have the property offinducing 
credit monitoring among bank and borrowers.”(terjemahan bebas : Perjanjian 
kredit di pelaksanaannya dengan tanggung jawab bersama memiliki sifat 
mendorong pemantauan perkembangan kredit antara bank dan peminjam). 
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum baik 
konvensional maupun syariah wajib mempunyai pertimbangan yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk 
melunasi utang-utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud 
sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Adapun hal-hal yang selalu ingin 
diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun 
pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah : 
1. Perizinan dan Legalitas 
Bank tidak ingin menanggung risiko yang besar apabila setelah 
dana digunakan oleh nasabah, lalu dikemudian hari sebelum nasabah 
mampu memenuhi kewajibannya kepada bank kegiatan atau usaha 

















































Terhentinya kegiatan usaha nasabah akan menyebabkan berkurangnya 
kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima 
dari bank sehingga kredit maupun pembiayaan tersebut menjadi 
kredit/pembiayaan yang bermasalah. Perijinan dan aspek legalitas 
tersebut antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat 
Usaha, sertifikat tanah, dll. 
2. Karakter 
Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasikan karena 
penampilan dan profesi tidak selalu dengan konsisten mencerminkan 
karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan 
meramalkan perilakunya di masa yang akan dating, bank hanya dapat 
menggunakan beberapa indikator. Indicator tersebut antara lain profesi, 
penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau 
perilaku di masa lalu. 
3. Pengalaman dan Manajemen 
Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi 
kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat 
menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. 
4. Kemampuan Teknis 
Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat 
mendukung kelancaran nasabah secara teknis. Tersedianya bahan 
baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat 
usaha yang memenuhi syarat serta ketersediaan tenaga kerja yang 
sesuai kebutuhan merupakan contoh faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kemampuan teknis nasabah. 
5. Keuangan 
Sehat dan tidaknya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah 
satunya melalui keadaan keuangannya dan keadaan keuangan nasabah 
dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini 
pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang 

















































untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, permasalahan teknis, dan 
efisiensi alokasi dana. 
6. Agunan 
Antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban 
oleh nasabah adalah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan 
adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian kredit. Agunan itu 
meliputi 
a) Agunan utama, adalah barang yang dibiayai oleh dana dari bank. 
b) Agunan tambahan, adalah barang yang tidak dibiayai oleh dana 
bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk 
kegiatan operasional usaha nasabah (Sri Susilo, Sigit Triandaru, 
Totok Budi Santoso, 2000 : 71). 
Selain pertimbangan-pertimbangan diatas dalah hal pemberian kredit itu, 
bank dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip 5C dan 7P yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Prinsip 5C 
Prinsip 5C dapat diuraikan sebagai berikut : 
a) Character (watak), Pemohon kredit harus diteliti terlebih dahulu 
terkait dengan kelayakan untuk mengajukan bank garansi, salah 
satunya dapat dilihat dari karakter pemohon kredit. Penting untuk 
mengetahui karakter pemohon, karena dapat diketahui apakah 
pemohon memiliki karakter yang baik atau yang buruk. Karakter 
baik apabila ada keinginan untuk membayar kewajibannya. Jika 
karakter pemohon bank garansi baik maka kredit dapat diberikan, 
tetapi apabila karakter nasabah pemohon kredit buruk atau tidak 
baik maka prmohonan tersebut tidak dikabulkan. 
b) Capacity (kemampuan), Nasabah pemohon kredit perlu dianalisis 
terkait dengan kemampuannya dalam memimpin perusahaan atau 
usaha yang dijalankan. Apabila nasabah mampu memimpin 
perusahaan dengan baik, maka permohonan kredit dapat 


















































c) Capital (modal), Nasabah pemohon kredit harus dianalisis 
mengenai besarnya modal yang dimiliki.  
d) Condition of Economic (kondisi perekonomian), Pemberian kredit 
dilihat dari kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang 
usaha pemohon kredit pada khususnya. Jika memiliki prospek yang 
baik maka permohonan kredit dapat dikabulkan, tetapi apabila 
prospek buruk maka permohonan kredit dapat ditolak. 
e) Collateral (agunan), Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa 
setiap kredit yang disalurkan harus mempunyai agunan yang 
cukup.  Oleh karena itu, perlu dianalisis agunan yang digunakan 
nasabah pemohon kredit. Agunan yang digunakan sebagai jaminan 
dalam permohonan kredit bisa berupa uang tunai atau berupa asset 
yang dimiliki oleh nasabah. Apabila agunan yang diberikan 
nasabah dapat senilai dengan jumlah kredit yang diberikan maka 
permohonan tersebut dikabulkan, tetapi apabila tidak mencukupi 
maka permohonan tersebut ditolak. Menurut Malayu SP Hasibuan 
jaminan atau agunan yang digunakan harus memenuhi syarat – 
syarat ekonomis, yaitu: 
(a) Mempunyai nilai ekonomis pasar. 
(b) Nilai agunan atau jaminan harus lebih besar dari plafond kredit. 
(c) Marketability, yaitu agunan harus mempunyai pasaran yang 
cukup luas atau mudah dijual. 
(d) Ascertainability of value, yaitu agunan kredit yang diajukan 
oleh debitor harus mempunyai standar harga tertentu (harga 
pasar). 
(e) Transferable, yaitu agunan kredit yang diajukan debitor harus 




















































2. Prinsip 7P 
Prinsip 7P dapat diuraikan sebagai berikut : 
a) Personality (kepribadian), Kepribadian adalah sifat dan perilaku 
yang dimiliki calon debitor yang mengajukan permohonan bank 
garansi.  
b) Party, Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam 
klasifikasi-klasifikasi tertentu. 
c) Purpose (tujuan), Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah 
harus dilihat tujuan penggunaanya. Tujuan penggunaan ini dapat 
dilihat pada perjanjian kerja antara nasabah dengan pihak ketiga. 
Tujuan permohonan kredit harus jelas sehingga dapat 
dipertimbangkan permohonan dapat dikabulkan atau tidak. 
d) Prospect (prospek), Prospek berarti dalam pemberian kredit harus 
dilihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apabila 
prospek perusahaan tersebut baik, maka permohonan kredit 
disetujui, tetapi apabila tidak baik maka bank dapat menolak 
permohonan kredit tersebut. 
e) Payment (pembayaran), Payment berarti mengetahui bagaimana 
cara pembayaran kembali yang dilakukan oleh nasabah terhadap 
kredit yang diberikan. Analisis terkait hal ini dilakukan oleh analis 
kredit dengan memperhitungkan kelancaran pendapatan nasabah. 
Asas payment harus dipertimbangkan agar pengembalian dana 
berjalan lancar. 
f) Profitability (laba), Profitability merupakan prinsip yang terkait 
dengan kemampuan nasabah mendapatkan laba. 
g) Protection (perlindungan), Perlindungan yang dimaksud dalam 
pemberian kredit adalah jaminan berupa barang, yaitu dapat berupa 
rekening (uang tunai) atau aset nasabah (tanah, bangunan, dan lain-
lain). 
Perjanjian kredit baik di bank konvensional maupun bank syariah didalam 

















































perjanjiannya, hal ini dapat terlihat dari struktur perjanjian kredit dan juga 
perwujudan perjanjian kredit pada bank konvensional maupun bank syariah. 
Perjanjian kredit/pembiayaan dalam prakteknya diterapkan dengan 
memakai bentuk dari perjanjian baku yaitu dilakukan oleh pihak yang satu 
(bank) dengan menyiapkan suatu syarat baku pada formulir perjanjian yang 
sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian 
diserahkan kepada pihak lain (nasabah) untuk disetujui. Apabila pihak yang 
lain itu setuju dengan syarat baku tersebut, dan akhirnya kedua belah pihak 
dapat bersepakat maka terlaksanalah perjanjian itu yang mengikat kedua belah 
pihak layaknya seperti undang-undang.  
Dilihat dari perspektif KUHPerdata, suatu perjanjian itu dapat dibuat 
secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas 
untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk 
menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah 
setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik 
bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang 
berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja termasuk perjanjian kredit) dan 
perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-
undang termasuk ketika membuat suatu perjanjian kredit dengan pihak bank. 
Perjanjian kredit/pembiayaan ini penting untuk dibuat supaya dapat 
melindungi kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kredit.  
Pelaksanaan perjanjian kredit baik bank konvensional dan bank syariah 
tidak diatur secara khusus, hanya diatur secara substansi didalam KUHPerdata 
dan di UU Perbankan. Akan tetapi berdasarkan pengkajian terhadap 
pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 
telah diuraikan pada pembahasan rumusan masalah yang pertama, hal ini tidak 

















































sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 dapat terpenuhi dan dapat diterapkan 
sepenuhnya oleh bank maupun nasabah.  
Apabila dikaji dari penerapan atau pelaksanaan perjanjian kredit yang 
telah dibahas sebelumnya terdapat implikasi atau akibat dari penerapan 
perjanjian kredit tersebut terhadap bank umum baik yang konvensional 
maupun syariah dan juga terhadap nasabah, yaitu karena perjanjian kredit 
merupakan suatu faktor yang penting dari pemberian kredit maka diwajibkan 
kepada bank untuk memberlakukan perjanjian kredit terlebih dahulu sebelum 
pelepasan kredit/pembiayaan, dan nasabah wajib untuk mengikuti dan 
mentaati perjanjian tersebut karena apabila tidak maka pelepasan 
kredit/pembiayaan tidak dapat terlaksana. Selain itu terjadi suatu ikatan dari 
hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban antara bank sebagai pemberi 
kredit/pembiayaan dan nasabah sebagai penerima kredit/pembiayaan 
sebagaimana telah diatur didalam klausula masing-masing perjanjiannya. 
Perjanjian kredit yang memakai bentuk dari perjanjian baku mempunyai 
akibat yaitu terjadi kelemahan penggunaan perjanjian kredit/pembiayaan bagi 
nasabah karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku tersebut dibuat dan 
ditetapkan secara sepihak oleh bank, tanpa memperhatikan pihak lawan, dan 
dibuat dengan adanya salah satu pihak yang berada dalam posisi yang lemah, 
serta kurang pahamnya pihak nasabah terhadap isi dan klausula yang telah 
ditetapkan bank. Bagi bank sebagai pihak yang membuat perjanjian 
mempunyai akibat yang menguntungkan karena dapat mengikat kepentingan 
nasabah terhadap bank sehingga apapun kondisinya nasabah tetap terikat, 
patuh terhadap isi perjanjian kredit tersebut. 
Selain itu ada pendapat yang dikemukakan oleh Drion yang dikutip oleh 
Siti Ummu Adillah dalam jurnalnya, dikatakan bahwa perjanjian kredit bank 
itu mempunyai tiga implikasi yang kesemuanya memberatkan pihak nasabah 
yaitu: Pertama, pihak yang menyusun perjanjian sepihak tidak/kurang 
memperhatikan pihak lawannya. Kedua, pihak lawan yang turut serta dalam 
penandatanganan tidak/kurang mengerti isinya atau klausula-klausula yang 

















































yang menandatangani perjanjian tersebut berada dalam pihak yang terjepit 
(Drion, 1978).  
Hal ini menjadi benar apabila dilihat dari model perjanjian kredit yang 
telah dilaksanakan oleh bank selama ini seperti : 
1. Semua biaya yang diperlukan untuk pengikatan benda jaminan dan 
asuransi serta biaya-biaya lainnya yang telah dibayarkan oleh bank 
terlebih dahulu maka seketika setelah menerima penagihan dari bank, 
peminjam kredit/pembiayaan harus langsung membayar lunas semua 
biaya yang ditagih bank tersebut. 
2. Penambahan jaminan dalam perjanjian kredit ditentukan oleh bank 
secara sepihak dan peminjam menyetujui dan harus mengikatkan diri 
untuk membayar setiap tagihan yang diajukan bank kepadanya. 
3. Bank setiap saat selama pelaksanaan kredit/pembiayaan belum dilunasi 
berhak melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, peminjam 
wajib memberikan keterangan yang diminta. 
4. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam 
uang (kredit) apabila terjadi sengketa dikemudian hari akan 
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Dalam kenyataannya oleh 
bank dibawa ke PUPN atau arbitrase Pengadilan Negeri. Untuk bank 
syariah, dapat diselesaikan secara damai melalui atau menurut 























































Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 
mengenai Komparasi Perjanjian Kredit Pada Bank Konvensional dan Bank 
Syariah Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka 
didapat simpulan sebagai berikut : 
1. Perbedaan dari perjanjian kredit bank konvensional dan bank syariah dapat 
dilihat dari : 
a. Penggunaan istilah subjek perjanjian, dari pengertian perjanjian kredit 
pada bank konvensional menyebutkan pihak bank sebagai kreditur dan 
nasabah sebagai debitur sedangkan perjanjian kredit pada bank syariah 
menyebutkan pihak bank sebagai pihak pemilik dana dan nasabah 
sebagai pihak pengelola dana. 
b. Sumber hukum, perjanjian kredit pada bank konvensional tidak 
menggunakan sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-
Sunnah, Ijma, Qias, dan Maslahah Mursalah sedangkan perjanjian 
kredit bank syariah menggunakan keempat sumber hukum tersebut 
karena sistem operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariat 
Islam. Selain keempat sumber tersebut, perjanjian kredit pada bank 
syariah juga mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. 
c. Struktur perjanjiannya yang membedakan dapat dilihat dari : 
1) Judul perjanjian, perjanjian kredit bank konvensional pada judul 
perjanjiannya menggunakan kata perjanjian kredit sedangkan 
perjanjian kredit bank syariah, kata kredit diganti dengan kata 
pembiayaan sehingga menjadi perjanjian pembiayaan. 
2) Klausula perjanjian, perjanjian kredit bank konvensional terdapat 
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diwajibkan kepada nasabah sedangkan perjanjian kredit bank 
syariah tidak terdapat klausula demikian karena menurut syariat 
Islam, bunga adalah riba yang diharamkan.  
d. Dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 
KUHPerdata, perbedaan prinsip diantara perjanjian kredit pada bank 
konvensional dan bank syariah adalah pada ketentuan mengenai 
sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri yaitu dari segi perwujudan 
kesepakatan diantara keduanya. Tiada bentuk ijab kabul dan sepakat 
sesuai syariat Islam pada perjanjian kredit bank konvensional menjadi 
perbedaan dari bank syariah. 
 
2. Implementasi, pelaksanaan perjanjian kredit di bank konvensional maupun 
di bank syariah digunakan sebagai syarat dan prosedur awal mengajukan 
permohonan kredit atau pembiayaan dan sebagai daya ikat terhadap kedua 
belah pihak yang telah bersepakat melakukan transaksi kredit maupun 
pembiayaan, sehingga menimbulkan implikasi bahwa terjadinya hubungan 
hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan 
perjanjian kredit. Walaupun secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian 
kredit pada bank konvensional dan bank syariah tunduk pada ketentuan 
mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu di Pasal 1320 KUHPerdata akan 
tetapi secara khusus diatur lagi di UU Perbankan yaitu untuk bank 
konvensional diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998, sedangkan bank syariah diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
























































Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu : 
1. Salah satu kelebihan dari kredit/pembiayaan adalah bahwa bank juga ikut 
aktif memberikan pembinaan manajemen terhadap nasabah pemohon 
kredit/pembiayaan. Aspek pembinaan ini sekaligus merupakan salah satu 
hak nasabah pemohon kredit/pembiayaan. Sehingga disarankan kepada 
bank konvensional maupun bank syariah hendaknya melakukan 
penambahan klausula tentang aspek pembinaan dalam perjanjian kreditnya 
guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. 
1. Sejauh ini perjanjian kredit/pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang dibuat sendiri oleh bank dengan menggunakan bentuk 
perjanjian baku atau telah standar sehingga menimbulkan 
ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah sehingga 
disarankan kepada Pemerintah untuk perlu dilakukan revisi terhadap UU 
Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah, berkaitan dengan penambahan pasal mengenai perjanjian 
kredit/pembiayaan. 
 
 
 
